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PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 
NOMOR  4 TAHUN  2010 

TENTANG 

KETENAGAKERJAAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BOGOR, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan pembangunan di 
daerah, tenaga kerja mempunyai peranan dan 
kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan 
tujuan pembangunan; 

b. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan 
tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada  
huruf a, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan, 
sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja 
dan peran sertanya dalam pembangunan daerah; 

c. bahwa untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja 
sebagaimana dimaksud pada huruf b,  
perlu pengaturan ketenagakerjaan yang menyeluruh 
dan komprehensif yang mencakup pembangunan 
sumber daya manusia, peningkatan produktivitas  
dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan 
kesempatan  kerja, pelayanan penempatan tenaga 
kerja, pembinaan hubungan industrial,  
serta perlindungan tenaga kerja; 

 1
http://www.bphn.go.id/



 2

d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja 
dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga 
kerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan 
serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun 
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/ 
keluarganya dengan tetap memperhatikan 
perkembangan kemajuan  dunia usaha; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950  
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan 
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Pengawasan 
Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik 
Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang  
Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 320); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang  
Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8); 

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3468); 

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang  
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indoensia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning the 
Prohibition and Immediate Action for the Elimination 
of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO 
Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan 
Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3989): 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4235); 
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12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4356); 

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482); 

16. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

17. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang 
Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1991 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3458); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3520); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4393); 

21. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang 
Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan; 

22. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang 
Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing 
Pendatang; 

23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-
04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan 
Ahli Keselamatan Kerja; 

24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-
04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja; 

25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-
05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 

26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor Per-08/Men/III/2006 tentang Perubahan 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor Kep-48/Men/IV/2004 
tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan 
Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan 
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;  

27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor Per-23/Men/XI/2009 tentang Pendidikan dan 
Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di 
Luar Negeri; 
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